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Abstract 
 

This study examines how teacher professional development policies shape 
administrative intensification, with a particular focus on Islamic Religious Education 
(PAI) teachers in Indonesia, using Singapore as a comparative policy reference. It aims 
to analyze how policy architecture configures administrative workload and 
professional learning. This study employs a qualitative approach using document 
analysis combined with comparative policy analysis. Data were collected from official 
national policy documents, including regulations on teacher workload, professional 
allowances, performance appraisal systems, and career development frameworks. 
Data analysis was conducted through systematic coding and thematic analysis based 
on administrative burden theory and policy enactment perspectives. The validity of the 
analysis was ensured through iterative reading, coding consistency, and triangulation 
with relevant empirical literature. The findings reveal that in Indonesia, credit-based 
professional development requirements, layered verification mechanisms, and 
decentralized governance generate cumulative administrative obligations that extend 
beyond instructional improvement. For PAI teachers, this condition creates tensions 
between administrative compliance and value-based pedagogical practices that are 
not easily captured through standardized documentation. In contrast, Singapore’s 
integrated governance model embeds professional growth within a coherent system 
that aligns appraisal, mentoring, and career progression, thereby minimizing 
fragmented reporting. This study argues that administrative intensification is a 
structural outcome of policy design rather than merely an implementation issue. By 
reframing teacher workload as a governance effect, this research contributes a 
comparative perspective on how accountability systems can be designed to support 
professional competence development, particularly in value-oriented educational 
contexts. 
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Abstrak  
 

Penelitian ini mengkaji bagaimana desain kebijakan pengembangan profesional guru 
membentuk intensifikasi administratif, dengan fokus utama pada guru Pendidikan 
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Agama Islam (PAI) di Indonesia serta menggunakan Singapura sebagai pembanding 
kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana arsitektur 
kebijakan mengonfigurasi beban kerja administratif dan pembelajaran profesional 
guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen 
yang dipadukan dengan analisis kebijakan komparatif. Data dikumpulkan dari 
dokumen kebijakan resmi nasional, meliputi regulasi mengenai beban kerja guru, 
tunjangan profesi, sistem penilaian kinerja, serta kerangka pengembangan karier. 
Analisis data dilakukan melalui pengkodean sistematis dan analisis tematik dengan 
merujuk pada teori beban administratif dan perspektif implementasi kebijakan. 
Keabsahan data dijamin melalui pembacaan berulang, konsistensi pengkodean, serta 
triangulasi dengan literatur empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa di Indonesia, persyaratan pengembangan profesional berbasis angka kredit, 
mekanisme verifikasi berlapis, serta tata kelola yang terdesentralisasi menghasilkan 
akumulasi kewajiban administratif yang melampaui peningkatan kualitas 
pembelajaran. Dalam konteks guru PAI, kondisi ini memunculkan ketegangan antara 
tuntutan administratif dan praktik pembelajaran berbasis nilai yang tidak 
sepenuhnya dapat direpresentasikan dalam bentuk dokumentasi terstandar. 
Sebaliknya, di Singapura, pengembangan profesional terintegrasi dalam sistem tata 
kelola yang menyelaraskan penilaian kinerja, mentoring, dan pengembangan karier, 
sehingga mengurangi fragmentasi pelaporan. Penelitian ini menegaskan bahwa 
intensifikasi administratif merupakan hasil struktural dari desain kebijakan, bukan 
sekadar persoalan implementasi. Dengan memposisikan kembali beban kerja guru 
sebagai produk tata kelola kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa 
perspektif komparatif mengenai bagaimana sistem akuntabilitas dapat dirancang 
untuk mendukung pengembangan kompetensi profesional, khususnya dalam 
pendidikan berbasis nilai. 
 
Kata kunci: intensifikasi administratif, pengembangan profesional guru, guru 

Pendidikan Agama Islam, desain kebijakan, beban administratif 
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A. Pendahuluan  

Mengapa kebijakan yang dirancang untuk memperkuat profesionalisme guru 

justru dalam praktiknya berpotensi mempersempit ruang profesional yang ingin 

dikembangkan? Pertanyaan ini menjadi semakin penting dalam konteks pendidikan 

kontemporer, khususnya bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia yang 

memikul peran ganda: sebagai pendidik akademik sekaligus pembentuk nilai, 

moral, dan spiritual peserta didik. Secara normatif, pengembangan profesional guru 

(teacher professional development/ TPD) diarahkan untuk memperdalam 

kompetensi pedagogis, memperkuat praktik reflektif, serta meningkatkan kualitas 
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pembelajaran yang bermakna. Namun dalam praktiknya, pengembangan 

profesional tersebut semakin direduksi menjadi serangkaian kewajiban 

administratif yang diwujudkan melalui sistem pelaporan yang kompleks, 

dokumentasi kinerja, serta prosedur birokratis yang berlapis. Dalam konteks ini, 

profesionalisme tidak lagi semata diukur dari kualitas pembelajaran, tetapi juga dari 

tingkat kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang mengatur aktivitas kerja guru 

sehari-hari (Browes & Altinyelken, 2022; Day et al., 2023; Diamond & Bulfin, 2025; 

Parcerisa et al., 2022). Bagi guru PAI, kondisi ini menjadi lebih problematik karena 

dimensi pembelajaran nilai dan pembentukan karakter tidak selalu dapat 

direpresentasikan secara memadai dalam bentuk evidensi administratif yang 

terstandar. 

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep intensifikasi administratif, 

yaitu meningkatnya integrasi tugas-tugas birokratis dan berbasis kepatuhan ke 

dalam peran profesional guru. Intensifikasi ini tidak hanya menambah beban kerja, 

tetapi juga mengubah orientasi profesional guru dari praktik reflektif menuju 

praktik yang berorientasi pada pemenuhan prosedur. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa meningkatnya beban administratif berimplikasi pada 

pergeseran pengembangan profesional dari proses pembelajaran yang mendalam 

menjadi aktivitas yang bersifat formalistik dan berbasis dokumentasi (X. Chang, 

2025; Creagh et al., 2025; Perryman, 2022; Skaalvik et al., 2017). Dalam perspektif 

implementasi kebijakan (policy enactment), kebijakan tidak bersifat netral, 

melainkan secara aktif membentuk identitas profesional dan praktik keseharian 

guru melalui desain, interpretasi, dan institusionalisasinya (Ball et al., 2012; Solari 

& Martín Ortega, 2022). Sejalan dengan itu, teori beban administratif 

(administrative burden theory) menjelaskan bahwa proses birokratis menghasilkan 

biaya belajar, biaya kepatuhan, serta beban psikologis yang secara langsung 

memengaruhi perilaku dan pengalaman pelaksana kebijakan (Herd & Moynihan, 

2018; Peeters, 2020; Petersen et al., 2024). Dalam konteks guru PAI di Indonesia, 

kondisi ini memunculkan persoalan mendasar: apakah pengembangan profesional 

masih berfungsi sebagai ruang peningkatan kompetensi, atau justru telah bergeser 

menjadi mekanisme pemenuhan kewajiban administratif? 

Meskipun kajian mengenai beban kerja guru dan sistem akuntabilitas telah 

berkembang pesat, terdapat research gap yang signifikan dalam literatur yang ada. 

Pertama, sebagian besar studi masih memposisikan beban administratif sebagai 

persoalan implementasi atau dampak teknis dari kebijakan, bukan sebagai 

konsekuensi inheren dari desain kebijakan itu sendiri. Padahal, intensifikasi 

administratif dapat melekat dalam struktur kebijakan melalui logika evidensi, 

mekanisme verifikasi, dan konfigurasi tata kelola. Kedua, kajian yang secara khusus 
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mengaitkan intensifikasi administratif dengan pengembangan profesional guru 

dalam konteks pendidikan berbasis nilai masih sangat terbatas. Padahal, 

karakteristik pembelajaran PAI yang menekankan dimensi afektif, spiritual, dan 

moral menuntut pendekatan pengembangan profesional yang tidak semata berbasis 

dokumentasi administratif. Ketiga, studi komparatif yang menganalisis bagaimana 

desain kebijakan di tingkat nasional membentuk pengalaman administratif guru, 

khususnya dalam konteks Asia, masih belum berkembang secara memadai. Dengan 

demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji intensifikasi administratif 

sebagai fenomena struktural yang dihasilkan oleh desain kebijakan, sekaligus 

mengaitkannya dengan konteks spesifik guru PAI. 

Dalam konteks ini, Indonesia menjadi fokus utama penelitian karena memiliki 

sistem pendidikan yang besar dan terdesentralisasi, serta secara formal 

mengintegrasikan guru Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. 

Guru PAI tidak hanya menghadapi tuntutan pedagogis, tetapi juga berbagai 

kewajiban administratif yang berkaitan dengan sertifikasi, penilaian kinerja, 

pelaporan berbasis dokumen, serta penggunaan platform digital pendidikan. 

Reformasi profesionalisme guru di Indonesia selama ini lebih banyak diarahkan 

pada peningkatan kualifikasi formal dan penguatan akuntabilitas berbasis regulasi 

(M. C. Chang et al., 2014; Fahmi et al., 2011). Namun, kajian yang secara sistematis 

menganalisis bagaimana desain kebijakan tersebut membentuk pengalaman kerja 

sehari-hari guru PAI, khususnya dalam konteks intensifikasi administratif, masih 

terbatas dan belum memberikan penjelasan yang komprehensif. 

Sebagai pembanding, penelitian ini menggunakan Singapura sebagai 

comparative policy reference untuk memahami alternatif desain kebijakan yang 

berbeda. Singapura tidak diposisikan sebagai konteks yang setara dalam hal 

keberadaan guru PAI, melainkan sebagai sistem pendidikan yang menunjukkan 

tingkat integrasi tata kelola yang tinggi. Pengembangan profesional guru di 

Singapura terintegrasi dalam kerangka yang menghubungkan penilaian kinerja, 

mentoring, dan jalur karier dalam satu sistem yang koheren (Chen et al., 2021; 

Darling-Hammond et al., 2017; Loh & Hu, 2019). Dalam sistem ini, mekanisme 

akuntabilitas tidak terfragmentasi dalam berbagai prosedur administratif yang 

terpisah, melainkan terintegrasi dalam proses pembelajaran profesional itu sendiri. 

Oleh karena itu, Singapura memberikan perspektif penting untuk memahami 

bagaimana desain kebijakan yang terintegrasi dapat mengurangi intensifikasi 

administratif tanpa mengorbankan akuntabilitas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana desain kebijakan pengembangan profesional guru di 

Indonesia, khususnya pada guru Pendidikan Agama Islam, membentuk praktik kerja 
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dan pengalaman profesional guru, serta bagaimana konfigurasi kebijakan tersebut 

menghasilkan intensifikasi administratif. Analisis ini diperkaya dengan perspektif 

komparatif terhadap sistem pendidikan Singapura untuk mengidentifikasi alternatif 

konfigurasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pengembangan 

kompetensi. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, 

penelitian ini merekonseptualisasi intensifikasi administratif bukan sebagai 

persoalan implementasi, tetapi sebagai hasil struktural dari desain kebijakan, 

khususnya dalam sistem pengembangan profesional guru. Kedua, penelitian ini 

secara spesifik mengkaji fenomena tersebut dalam konteks guru Pendidikan Agama 

Islam, yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam kajian kebijakan 

pendidikan, meskipun memiliki karakteristik pedagogis yang unik. Ketiga, 

penelitian ini mengintegrasikan pendekatan komparatif dengan menjadikan 

Singapura sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana desain kebijakan yang 

berbeda dapat menghasilkan konfigurasi beban administratif yang berbeda pula. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris, tetapi 

juga menawarkan kerangka konseptual baru dalam memahami hubungan antara 

akuntabilitas, desain kebijakan, dan profesionalisme guru. 

Secara konseptual, penelitian ini memperluas penerapan teori beban 

administratif ke dalam ranah pengembangan profesional guru dalam pendidikan 

Islam. Secara empiris, penelitian ini memberikan perspektif komparatif yang 

menghubungkan konteks lokal Indonesia dengan praktik kebijakan global. Dari sisi 

kebijakan, penelitian ini menawarkan arah rekonstruksi desain kebijakan yang 

lebih terintegrasi, dengan menempatkan pengembangan kompetensi sebagai pusat 

sistem akuntabilitas, sehingga mekanisme pelaporan tidak lagi menjadi beban 

tambahan, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran profesional itu sendiri. 

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru, 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam, tidak dapat dicapai hanya melalui 

peningkatan akuntabilitas administratif. Kualitas tersebut sangat ditentukan oleh 

bagaimana kebijakan dirancang: apakah memperluas ruang pengembangan 

kompetensi atau justru memperkuat lapisan administratif. Dengan demikian, 

intensifikasi administratif bukan sekadar persoalan teknis, melainkan merupakan 

refleksi dari pilihan dalam desain tata kelola pendidikan. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis 

kebijakan komparatif untuk mengkaji bagaimana kebijakan pengembangan 

profesional guru membentuk intensifikasi administratif. Fokus penelitian ini adalah 
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guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia, dengan Singapura digunakan 

sebagai pembanding untuk melihat perbedaan dalam arsitektur kebijakan dan tata 

kelola. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara 

mendalam dinamika kebijakan serta implikasinya terhadap beban kerja dan praktik 

profesional guru dalam konteks yang berbeda. 

Data penelitian dikumpulkan melalui analisis dokumen terhadap berbagai 

kebijakan resmi yang berkaitan dengan pengembangan profesional guru, meliputi 

regulasi tentang beban kerja, tunjangan profesi, sistem penilaian kinerja, serta 

pengembangan karier guru di Indonesia dan Singapura. Pemilihan dokumen 

didasarkan pada relevansinya terhadap sistem tata kelola guru dan implementasi 

kebijakan pendidikan. Selain itu, data pendukung diperoleh dari literatur ilmiah 

yang telah digunakan dalam kajian teoritis pada bagian pendahuluan untuk 

memperkuat konteks analisis dan interpretasi temuan. 

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses pengkodean, 

kategorisasi, dan interpretasi isi kebijakan secara sistematis. Kerangka analisis 

mengacu pada perspektif beban administratif dan implementasi kebijakan 

sebagaimana telah dibahas dalam kajian teori pada bagian pendahuluan. Untuk 

menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan berbagai dokumen kebijakan dan literatur pendukung, serta 

melakukan pembacaan berulang untuk menjaga konsistensi analisis. Dengan 

demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Desain Kebijakan dan Struktur Kewajiban Profesional Guru PAI di Indonesia 

Arsitektur kebijakan pengembangan profesional guru di Indonesia 

menunjukkan konfigurasi sistem yang kompleks dan berlapis, di mana 

pengembangan profesional tidak berdiri sebagai domain yang otonom, melainkan 

terintegrasi secara struktural dengan berbagai instrumen kebijakan lain seperti 

pemenuhan beban kerja, tunjangan profesi, standar kompetensi, serta 

pengembangan karier. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

berada dalam posisi yang unik sekaligus rentan, karena selain menghadapi tuntutan 

administratif yang tinggi, mereka juga memikul tanggung jawab pedagogis yang 

berbasis nilai, moral, dan spiritual yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan logika 

administratif yang bersifat prosedural dan terstandar. 

Sistem regulasi yang mengatur pengembangan profesional guru di Indonesia 

tidak terpusat dalam satu kerangka kebijakan yang koheren, melainkan tersebar 
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dalam berbagai regulasi yang saling terhubung namun tidak sepenuhnya 

terintegrasi. Peraturan mengenai beban kerja guru, misalnya, tidak hanya mengatur 

jumlah jam mengajar, tetapi juga mengaitkan aktivitas pengembangan profesional 

sebagai bagian dari kewajiban formal. Hal ini secara konseptual menggeser posisi 

pengembangan profesional dari aktivitas reflektif menjadi kewajiban administratif 

yang harus dipenuhi dalam struktur kerja formal. 

Keterkaitan antara kebijakan pengembangan profesional dan tunjangan 

profesi semakin memperkuat logika kepatuhan administratif. Tunjangan profesi 

tidak hanya bergantung pada kompetensi, tetapi juga pada kelengkapan dokumen 

dan verifikasi administratif yang berlapis. Dalam kondisi ini, guru—termasuk guru 

PAI tidak hanya dituntut untuk mengembangkan kompetensi, tetapi juga untuk 

secara sistematis membuktikan aktivitas tersebut melalui dokumen yang dapat 

diverifikasi. Hal ini menciptakan insentif struktural yang mendorong guru untuk 

memprioritaskan aktivitas yang dapat didokumentasikan dibandingkan aktivitas 

yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran tetapi sulit diukur secara 

administratif. 

Lebih lanjut, Standar Nasional Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Profesi 

Guru (PPG) memperkuat konstruksi profesionalisme berbasis standar dan 

sertifikasi. Meskipun secara normatif kebijakan ini bertujuan meningkatkan 

kualitas guru, dalam praktiknya standar tersebut dioperasionalkan melalui 

mekanisme evaluasi berbasis dokumen dan evidensi administratif. Dalam konteks 

guru PAI, kondisi ini menimbulkan ketegangan epistemologis antara karakter 

pembelajaran yang berbasis nilai dan spiritualitas dengan tuntutan evidensi 

administratif yang bersifat teknokratis. 

Kebijakan lain seperti penugasan kepala sekolah, redistribusi guru ASN, dan 

fasilitasi organisasi profesi memperluas ruang lingkup kewajiban profesional ke 

dalam dimensi struktural dan kelembagaan. Secara agregat, seluruh kebijakan 

tersebut membentuk suatu policy ecosystem yang saling terkait, namun 

menghasilkan efek kumulatif berupa peningkatan tuntutan administratif. Integrasi 

kebijakan dalam konteks ini tidak menghasilkan simplifikasi, tetapi justru 

memperkuat pelapisan kewajiban (layering of obligations) yang harus dipenuhi 

secara simultan oleh guru. 

Dalam implementasinya, konfigurasi kebijakan tersebut diterjemahkan ke 

dalam berbagai prosedur administratif yang menuntut produksi dan verifikasi 

dokumen secara berkelanjutan. Guru diwajibkan menyusun dan melaporkan 

berbagai bentuk evidensi, seperti sertifikat pelatihan, laporan kegiatan, perangkat 

pembelajaran, laporan beban kerja, serta dokumen penilaian kinerja. Bagi guru PAI, 

praktik ini sering kali menciptakan kesenjangan antara kerja pedagogis yang 
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bersifat substantif dengan representasi administratif yang bersifat formal. Aktivitas 

pembentukan karakter, internalisasi nilai, dan pembelajaran kontekstual tidak 

selalu dapat direduksi menjadi indikator administratif yang terukur. 

Digitalisasi melalui platform seperti SIMPKB, Dapodik, dan Platform Merdeka 

Mengajar pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi. 

Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi. Guru sering 

kali harus menginput data yang sama ke dalam beberapa sistem yang berbeda, 

sehingga menciptakan duplikasi kerja administratif. Hal ini menunjukkan bahwa 

digitalisasi tanpa integrasi justru dapat memperkuat intensifikasi administratif, 

bukan menguranginya. 

Karakter desentralisasi pendidikan di Indonesia semakin memperkuat 

kompleksitas tersebut. Kewenangan daerah dalam menginterpretasikan kebijakan 

sering kali menghasilkan variasi implementasi dan penambahan persyaratan 

administratif di tingkat lokal. Dengan demikian, beban administratif tidak hanya 

berasal dari kebijakan pusat, tetapi juga dari akumulasi kebijakan di berbagai level 

tata kelola. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai multi-layered 

administrative burden, di mana guru harus memenuhi tuntutan dari berbagai 

otoritas secara simultan. 

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya fenomena pelapisan 

administratif (administrative layering) yang tertanam dalam desain kebijakan 

pengembangan profesional guru di Indonesia. Pengembangan profesional tidak lagi 

berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang mandiri, tetapi menjadi bagian dari 

sistem kepatuhan administratif yang lebih luas. Dalam konteks guru PAI, kondisi ini 

berpotensi menggeser orientasi profesional dari penguatan kompetensi substantif 

menuju pemenuhan kewajiban administratif. 

b. Pengembangan Profesional Terintegrasi sebagai Pembanding: Perspektif 

Kebijakan Singapura 

Sebagai pembanding kebijakan, Singapura menunjukkan konfigurasi sistem 

pengembangan profesional guru yang lebih terintegrasi dan koheren. 

Pengembangan profesional tidak dipisahkan dari sistem penilaian kinerja dan 

pengembangan karier, melainkan dilembagakan dalam satu kerangka tata kelola 

yang terpadu. Teacher Growth Model berfungsi sebagai kerangka utama yang 

mengintegrasikan kompetensi, nilai profesional, dan ekspektasi kinerja dalam satu 

sistem yang berkelanjutan. 

Integrasi ini diperkuat melalui Enhanced Performance Management System 

(EPMS) dan Teacher Career Tracks Framework, yang memungkinkan 

pengembangan profesional berjalan seiring dengan penilaian kinerja dan mobilitas 

karier. Berbeda dengan sistem berbasis angka kredit, sistem ini tidak menuntut 
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akumulasi dokumen sebagai tujuan utama, melainkan menempatkan bukti praktik 

sebagai bagian dari proses refleksi dan dialog profesional. 

Dukungan kelembagaan melalui Academy of Singapore Teachers dan National 

Institute of Education memastikan bahwa pengembangan profesional tidak 

terfragmentasi antar lembaga. Program seperti Professional Learning Communities, 

SkillsFuture for Educators, Leaders in Education Programme, dan Management and 

Leadership in Schools programme menunjukkan bahwa pembelajaran profesional 

dirancang sebagai proses kolektif, berkelanjutan, dan terintegrasi. 

Literatur empiris memperkuat temuan ini. Hairon dan Dimmock (2012) serta 

Lee et al. (2025) menunjukkan bahwa professional learning communities di 

Singapura berfungsi sebagai bagian dari sistem tata kelola, bukan sekadar inisiatif 

tambahan. Darling-Hammond et al. (2017) dan Goodwin (2025) menegaskan bahwa 

integrasi antara induksi, penilaian, dan pengembangan profesional merupakan 

strategi sistemik yang disengaja. Loh dan Hu (2019) serta Low (2023) juga 

menunjukkan bahwa koordinasi terpusat mampu meminimalkan fragmentasi 

kebijakan. 

Dalam praktiknya, dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mendukung 

pengembangan profesional, bukan sebagai kewajiban administratif yang terpisah. 

Bukti kinerja digunakan dalam proses mentoring dan evaluasi berbasis dialog, 

sehingga memiliki fungsi pedagogis sekaligus evaluatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

desain kebijakan yang terintegrasi mampu mengonfigurasi ulang peran 

dokumentasi dari alat kepatuhan menjadi alat pembelajaran profesional. 

c. Koherensi Tata Kelola dan Jalur Administratif 

Perbedaan antara sistem desentralisasi di Indonesia dan sistem terpusat di 

Singapura memiliki implikasi langsung terhadap intensifikasi administratif. Di 

Indonesia, distribusi kewenangan yang tersebar menciptakan variasi implementasi 

dan potensi duplikasi prosedur. Setiap level pemerintahan dapat menambahkan 

persyaratan administratif, sehingga membentuk lapisan-lapisan kewajiban yang 

saling bertumpuk. 

Sebaliknya, di Singapura, konsolidasi kewenangan memungkinkan integrasi 

antara berbagai komponen sistem, seperti penilaian kinerja, pengembangan 

profesional, dan pengembangan karier. Hal ini menghasilkan alur administratif yang 

lebih sederhana dan terkonsolidasi. Dokumentasi tidak tersebar dalam berbagai 

jalur pelaporan, tetapi mengalir dalam satu sistem yang terintegrasi. 

Temuan komparatif menunjukkan bahwa intensifikasi administratif bukan 

semata-mata akibat tingginya tingkat akuntabilitas, tetapi lebih ditentukan oleh 

bagaimana akuntabilitas tersebut dirancang dan diorganisasikan. Sistem yang 

berbasis kepatuhan administratif dan terfragmentasi cenderung menghasilkan 
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akumulasi beban, sedangkan sistem yang berbasis kompetensi dan terintegrasi 

mampu mengendalikan beban administratif tanpa mengurangi akuntabilitas. 

Tabel 1. Perbandingan Desain Kebijakan dan Implikasi Administratif  
di Indonesia dan Singapura 

Dimensi Indonesia Singapura Bukti Utama 
Dasar hukum 
dan regulasi 

Berbagai regulasi 
kementerian yang 
mengatur beban kerja 
guru, tunjangan profesi, 
standar kompetensi, 
sertifikasi, distribusi 
guru, dan penugasan 
kepala sekolah. 
Kewajiban profesional 
terhubung dengan 
pemenuhan beban kerja 
dan insentif finansial 

Kerangka nasional 
terintegrasi yang 
mencakup Teacher 
Growth Model, 
Enhanced 
Performance 
Management System, 
dan Teacher Career 
Tracks dalam satu 
sistem tata kelola 

Kebijakan nasional 
Indonesia 
(Permendikbudristek, 
SNP, PPG); Ministry 
of Education 
Singapore; Academy 
of Singapore 
Teachers 

Logika 
evidensi 

Berbasis angka kredit 
dan kepatuhan 
administratif, meliputi 
sertifikat, laporan 
beban kerja, penilaian 
kinerja, dan verifikasi 
berjenjang 

Berbasis kompetensi, 
menggunakan 
portofolio yang 
terintegrasi dalam 
proses penilaian, 
mentoring, dan 
pengembangan 
karier 

Regulasi Indonesia 
tentang beban kerja 
dan tunjangan; 
kebijakan MOE 
Singapura dan AST 

Siklus 
pelaporan 

Beragam jalur 
pelaporan yang 
mencakup beban kerja, 
tunjangan profesi, 
sertifikasi, penilaian 
kinerja, serta 
persyaratan 
kepemimpinan, dengan 
kemungkinan 
tambahan dari daerah 

Siklus penilaian 
terintegrasi yang 
selaras dengan jalur 
karier dan sistem 
mentoring, sehingga 
dokumentasi 
terkonsolidasi dalam 
satu sistem 

Regulasi Indonesia 
dan studi Revina et 
al.; kebijakan MOE 
Singapura 

Konfigurasi 
tata kelola 

Desentralisasi dengan 
variasi implementasi di 
tingkat daerah yang 
menimbulkan lapisan 
pengawasan 

Sentralisasi dengan 
koordinasi kuat antar 
lembaga yang 
menyelaraskan 
penilaian, 
pengembangan 
profesional, dan 
karier 

Studi tentang 
desentralisasi 
Indonesia; kebijakan 
MOE Singapura 

Konsekuensi 
administratif 

Terjadi pelapisan 
administratif dan 
akumulasi beban 

Dokumentasi 
terintegrasi dalam 
kerangka 

Sintesis analisis 
kebijakan Indonesia 
dan Singapura 
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dokumentasi sebagai 
bagian dari desain 
kebijakan 

pengembangan 
profesional, sehingga 
mengurangi 
duplikasi 

 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi 

administratif pada guru Pendidikan Agama Islam di Indonesia merupakan 

fenomena struktural yang dihasilkan oleh desain kebijakan yang berbasis 

kepatuhan, akumulasi evidensi, dan fragmentasi tata kelola. Pengembangan 

profesional tidak berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang otonom, tetapi 

terintegrasi dalam sistem verifikasi administratif yang kompleks. 

Sebaliknya, sistem di Singapura menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat 

dikonfigurasi secara berbeda melalui integrasi kebijakan, sehingga dokumentasi 

menjadi bagian dari proses pembelajaran profesional. Temuan ini menegaskan 

bahwa perbedaan beban administratif tidak ditentukan oleh tingkat akuntabilitas 

semata, tetapi oleh desain kebijakan yang mengatur hubungan antara evidensi, 

evaluasi, dan pengembangan profesional. 

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa intensifikasi 

administratif merupakan hasil dari konfigurasi desain kebijakan, bukan sekadar 

konsekuensi implementasi. Dalam konteks guru PAI, temuan ini memperlihatkan 

bahwa desain kebijakan yang tidak mempertimbangkan karakteristik pembelajaran 

berbasis nilai berpotensi menggeser orientasi profesional guru dari penguatan 

kompetensi menuju pemenuhan administratif.  

2. Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi administratif dalam 

pengembangan profesional guru bukan sekadar persoalan teknis implementasi, 

melainkan merupakan konsekuensi struktural dari desain kebijakan itu sendiri. 

Temuan ini sejalan dengan perspektif administrative burden yang menekankan 

bahwa kebijakan publik dapat menghasilkan beban administratif melalui 

kompleksitas prosedur, persyaratan dokumentasi, serta mekanisme verifikasi yang 

berlapis (Moynihan et al., 2015). Dalam konteks Indonesia, sistem pengembangan 

profesional berbasis angka kredit dan pelaporan administratif menciptakan 

akumulasi kewajiban yang tidak selalu berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini memperkuat argumen bahwa beban 

administratif tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga memiliki 

implikasi terhadap praktik profesional guru. 

Lebih lanjut, temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa mekanisme 

kebijakan yang berorientasi pada akuntabilitas formal cenderung mendorong 
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praktik compliance-oriented, di mana guru lebih fokus pada pemenuhan 

persyaratan administratif dibandingkan pengembangan kompetensi substantif. 

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif policy enactment, yang menekankan 

bahwa implementasi kebijakan tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh 

interpretasi aktor di lapangan (Hill & Hupe, 2014). Dalam hal ini, guru sebagai aktor 

kebijakan tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menyesuaikan praktiknya 

dengan tuntutan administratif yang ada. Akibatnya, pengembangan profesional 

seringkali mengalami pergeseran dari proses pembelajaran reflektif menjadi 

aktivitas administratif yang bersifat formalistik. 

Dalam konteks guru Pendidikan Agama Islam (PAI), intensifikasi administratif 

ini menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Temuan penelitian menunjukkan 

adanya ketegangan antara tuntutan administratif dan karakteristik pembelajaran 

berbasis nilai yang bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya dapat diukur melalui 

indikator kuantitatif. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara logika 

kebijakan yang bersifat standar dan praktik pedagogis yang berbasis nilai. Temuan 

ini memperluas diskusi dalam literatur sebelumnya dengan menambahkan dimensi 

kontekstual yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian pengembangan 

profesional guru (Creswell & Poth, 2018). 

Sebaliknya, hasil analisis terhadap konteks Singapura menunjukkan bahwa 

desain kebijakan yang terintegrasi mampu meminimalkan fragmentasi 

administratif. Sistem pengembangan profesional di Singapura menghubungkan 

secara langsung antara penilaian kinerja, mentoring, dan pengembangan karier 

dalam satu kerangka tata kelola yang koheren. Hal ini menunjukkan bahwa 

intensifikasi administratif bukanlah fenomena yang tidak terhindarkan, melainkan 

sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dirancang. Temuan ini memperkuat 

argumen dalam literatur bahwa desain kebijakan yang berbasis sistem dan 

terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Yin, 2018). 

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mereposisi 

intensifikasi administratif sebagai produk dari arsitektur kebijakan, bukan sekadar 

kegagalan implementasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung 

melihat beban administratif sebagai masalah operasional, penelitian ini 

menunjukkan bahwa sumber utama permasalahan terletak pada desain sistem 

akuntabilitas yang menekankan pelaporan dibandingkan pembelajaran. Dengan 

demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan 

antara kebijakan, tata kelola, dan praktik profesional guru (Moynihan et al., 2015). 

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dengan 

menggabungkan pendekatan analisis kebijakan komparatif untuk mengidentifikasi 

perbedaan sistemik antar negara. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih 
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tajam dalam melihat bagaimana variasi desain kebijakan menghasilkan 

konsekuensi yang berbeda terhadap praktik profesional. Hal ini memperkuat 

pentingnya studi komparatif dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih 

kontekstual dan adaptif (Creswell & Poth, 2018). 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa upaya 

peningkatan kualitas guru tidak dapat dilepaskan dari desain sistem kebijakan yang 

mengaturnya. Kebijakan yang terlalu menekankan akuntabilitas administratif 

berpotensi menggeser fokus dari pengembangan kompetensi ke pemenuhan 

prosedur. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang menempatkan 

pengembangan profesional sebagai proses pembelajaran yang bermakna, bukan 

sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluasnya dengan 

menunjukkan pentingnya desain kebijakan yang lebih integratif, kontekstual, dan 

berorientasi pada praktik (Hill & Hupe, 2014; Moynihan et al., 2015). 

 

D. Simpulan   

Penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi administratif dalam 

pengembangan profesional guru merupakan konsekuensi dari desain kebijakan, 

bukan sekadar persoalan implementasi. Dalam konteks Indonesia, sistem berbasis 

angka kredit, mekanisme pelaporan berlapis, serta tata kelola yang terfragmentasi 

menghasilkan beban administratif yang cenderung mengalihkan fokus guru dari 

pengembangan kompetensi menuju pemenuhan prosedur. Sebaliknya, konteks 

Singapura menunjukkan bahwa desain kebijakan yang terintegrasi mampu 

meminimalkan fragmentasi administratif dan lebih efektif dalam mendukung 

pengembangan profesional guru. 

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mereposisi intensifikasi 

administratif sebagai produk arsitektur kebijakan, sekaligus menegaskan bahwa 

hubungan antara kebijakan dan praktik profesional bersifat konstruktif dan 

dipengaruhi oleh desain tata kelola. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian 

dengan menyoroti konteks guru Pendidikan Agama Islam (PAI), di mana terdapat 

ketegangan antara tuntutan administratif dan karakteristik pembelajaran berbasis 

nilai yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh indikator formal. 

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya penyederhanaan 

mekanisme administratif serta integrasi sistem penilaian, mentoring, dan 

pengembangan karier dalam kebijakan pengembangan profesional guru. Meskipun 

demikian, penelitian ini terbatas pada analisis dokumen dan konteks tertentu, 

sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data 
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empiris dan menguji implementasi kebijakan dalam berbagai konteks guna 

memperkuat validitas dan relevansi temuan. 
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